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Pihak yang Hadir: 
 

A. Kuasa Hukum Pemohon: 
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*Tanda baca dalam risalah: 
 
[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan 

kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya. 
…  :  tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren 

(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama). 
(…) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh 

pembicara yang lain. 



1 
 

 
 

 
 
 
1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00] 

 
Bismillahirahmanirahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka 

untuk umum.  
 
 
 
Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita 

semua. Agenda persidangan hari ini Mendengar Keterangan DPR dan 
Presiden. Pemohon, hadir. DPR, berhalangan. Presiden, hadir.  

Pemohon yang hadir siapa?  
 

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIANSYAH [00:55] 
 
Ya, dari Kuasa Hukum, Yang Mulia.  
 

3. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06] 
 
Ya, siapa yang hadir? Coba perkenalkan diri.  
 

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIANSYAH [01:16] 
 
Saya Heriansyah yang dikuasakan oleh Pak Leo … Leonardo 

Siahaan.  
 

5. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:23] 
 
Siapa lagi?  
 

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIANSYAH [01:25] 
 
Pak Stevenaro Justin … Pak Michael Stevenaro Justin Nainggolan.  
 

7. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:32] 
 
Oke, terima kasih. Ini perlu diklarifikasi dulu, ya. Ini Permohonan 

Nomor 67 dulu di Sidang Pendahuluan, ya, Pemerintah, dia tidak punya 
Kuasa Hukum. Nah, sekarang menunjuk ada pihak lain untuk kuasa karena 
mungkin Prinsipal yang dulu langsung itu enggak bisa datang. Tapi setelah 
kami cek, ini surat dia menunjuk kuasanya. Pertama, tidak ada 
kelengkapan ini siapa, bukti-bukti, dan segala macamnya. Yang kedua, 
kami perlu tanya kepada yang bersangkutan, kepada Pemohon, ya, 

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB 
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Prinsipal. Oleh karena itu, tadi kami sudah putuskan sebelum masuk ke 
ruang sidang, sidang hari ini ditunda untuk meminta nanti kehadiran dari 
Prinsipal yang memberikan kuasa kepada Saudara, apakah ini serius 
mengajukan Permohonan atau tidak? Oke, ya? Karena Anda memasukkan 
ini, itu tidak ada bukti apa pun yang mendukungnya, kecuali ini. Ada yang 
mau dijelaskan? Silakan.  

 
8. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIANSYAH [02:52] 

 
Baik, Yang Mulia. Pak Leo hari ini tidak bisa datang dikarenakan 

tidak … ada kebutuhan khusus yang tidak bisa dia tinggalkan. Lalu 
dikuasakan ke saya berdua dengan Surat Kuasa yang sudah disampaikan 
per tanggal 4.  

 
9. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:23] 

 
Ini kan suratnya?  
 

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIANSYAH [03:24] 
 
Ya, Pak. 
 

11. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:25] 
 
Ya, tapi kami tidak punya cukup bukti pendukung apa pun terkait 

dengan ini. Anda itu siapa? KTP-nya dan segala macamnya. Oke? Dan oleh 
karena itu, nanti disempurnakan ini kalau Anda akan jadi pemegang kuasa 
permanennya. Ini permanen atau insidentil?  

 
12. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIANSYAH [03:43] 

 
Pada saat Perkara 67 saja, Pak.  
 

13. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:47] 
 
Enggak, maksudnya ini akan terus menerus atau untuk kali ini saja?  
 

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIANSYAH [03:52] 
 
Oh, ya, untuk kali ini saja.  
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15. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:55] 
 
Nah, oke. Berarti ini Surat Kuasanya harus diperbaiki. Nah, kami 

sudah memutuskan bahwa sidang akan ditunda. Nanti untuk sidang 
berikutnya, datang yang bersangkutan, ya? 

 
16. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIANSYAH [04:11]  

 
Baik, Yang Mulia.  
 

17. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:11]  
 
Oke. Jadi, Pemerintah mohon dipahami ini, demi kepastian ini, 

kepastian dalam pengertian harus dijelaskan kenapa ditunda apa … dia 
tidak bisa menghadiri ini. Jadi, Keterangan Pemerintah mungkin akan 
disampaikan di sidang berikutnya, kita jadwalkan.  

Terima kasih, Pak Ketua. 
 

18. KETUA: ANWAR USMAN [04:30]  
 
Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Jadi begitu, Pemohon dan Kuasa Presiden, sidang ini ditunda hari 

Selasa, tanggal 19 September 2023, jam 11.00 WIB dengan agenda 
Mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Sudah jelas, ya?  

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. 
 

 
  
 

 
 

Jakarta, 5 September 2023 
  Panitera 

Muhidin 
   

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.24 WIB 
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